PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1951
TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG
PENGGABUNGAN PULAU WEH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA™
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub
pada 11 pasal 96 ayat (1) dari Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat
tentang perubahan "Tariefordonnantie” (Staatsblad 1910 No.
628, sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
ordonansi 15 Desember tahun 1949 (Staatsblad No. 391)"
(Undang-undang Darurat No. 32 tahun 1950);
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang
Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang
dimajukan oleh Pemerintah;

Mengingat : pasal 97 ayat (4) jo. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;

Dengan persetujuan : Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :

Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG MENETAPKAN "UNDANG- UNDANG
DARURAT TENTANG PERUBAHAN “TAREEFORDONNANTIE"
(STAATSBLAD 1910 No. 628, SEBAGAI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH,
TERAKHIR DENGAN ORDONANSI 15 DESEMBER 1949 (STAATSBLAD No.
391), (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 32 TAHUN 1950)" SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang
perubahan "Tariefordonnantie” (Staatsblad 1910 No. 628, sebagai telah di rubah dan
ditambah, terakhir dengan ordonansi 15 Desember 1949 (StAatsblad No. 391),
(Undang-undang Darurat No. 32 tahun 1950)", ditetapkan sebagai Undang-undang,
dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pasal tunggal.
Pada Ordonansi 7 Desember 1910 (Staatsblad No. 628) sebagai telah dirubah dan

ditambah, terakhir dengan Ordonansi 15 Desember tahun 1949 (Staatsblad No. 391)
yang dimaksud pada pasal |, diadakan perubahan seperti berikut :

www.bphn.go.id



